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A. Vokal Pendek

1. -~ (fathah) =a <«  Kkataba
2. - (kasroh) =i Jw sulila
3. = (dommah) = u e} yazhabu

B. Vokal Panjang
1. 1 (fathah+aliff =3 & qala
2. ¢, (kasroh+ya’) =1 Jdg qila
3 5V (dommah+wawu) = @ Js&  yaqilu

C. Diftong

; i Gl kai
1. ¢’ (hamzahtya’) ai & kaifa

2. 57V (fathah+wawu) =au Js haula

D. Pengecualian:

1. Kata-kata dari bahasa asing yang telah diadopsi ke dalam bahasa
Indonesia, maka penulisannya disesuaikan dengan huruf ejaan kata-kata
tersebut sebagaimana tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), seperti: hadis, ulama, tasawuf.

2. Huruf hamzah di awal kata ditulis dengan huruf vokal, tanpa didahului
tanda apostrof ('), seperti: Umayyah, Abu Hurairah.

3. Kata-kata termasuk nama orang yang disandarkan kepada Allah dan sifat-
Nya, serta al-din ditulis langsung, seperti: Waliyullah, Hujjatullah,
‘Abdurrahim, Syamsuddin.

4. Ya al-nisbah pada akhir kata ditulis 1



ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada
dasarnya manusia akan membutuhkan orang lain untuk tolong-
menolong. Salah satu bentuk tolong-menolong dalam kehidupan
bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam
transaksi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan cara
bermuamalah yang harus sesuai dengan ketentuan hukum syara’ .
Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi rukun dan
syarat berakad, dalam pihak penyewa butuh terhadap pemilikan
manfaat sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga
atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu jasa, bukan barang
tapi manfaatnya. Permasalahan dalam skripsi ini, pertama, bagaimana
praktik pembayaran upah pengangkut kayu? dan kedua, bagaimana
praktik pembayaran upah pengangkut kayu dalam tinjauan hukum
ekonomi syariah? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
dan memahami praktik pembayaran upah pengangkut kayu dalam
tinjauan hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (field research),
dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Sumber data yang
digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Metode
pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Metode
pengolahan data yaitu, editing dan sistematis data, kemudian data
analisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir secara
indukatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Praktik Pembayaran
Upah Pengangkut Kayu di Pekon Way Sindi ini merupakan praktik
pengupahan yang diatur dalam perjanjian kerja di awal akad yang
berbentuk perjanjian lisan. Perjanjian tersebut menjelaskan tentang
besaran upah angkut kayu sebesar Rp. 100.000-, jika kayu penuh
semobil itunganya satu rit, namun jika kayu yang didapat hanya
setengah mobil atau setengah rit para pekerja pengangkut kayu dupah
sebesar Rp. 50.000-, waktu pembayaran upah dibayarkan setelah para
pekerja selesai melakukan pekerjaan, tetapi pada praktiknya ada
penundaan (takhir) dalam pembayaran upah dikarnakan penjualan
kayu yang disalurkan oleh pemilik panglong kepada konsumen tidak
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memenuhi target pemasran dalam waktu yang telah ditentukan.
Sedangkan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik
pembayaran upah pengangkut kayu di Pekon Way Sindi tersebut ada
yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dan ada yang
tidak. yang bertentangan dengan hukum ekonomi syari‘ah adalah cara
pengupahannya harusnya dilakukan setelah selesai melakukan
pekerjaan, namun sering terlambat atau tertunda oleh pihak pemberi
kerja. Permasalahan ini jika dilihat dari landasan hukum menunda-
nunda pembayaran upah iyalah termasuk kedalam perbuatan zalim,
yang sudah sesuai dengan perjanjian awal atau sesuai dengan hukum
ekonomi syari‘ah adalah nominal besaran upah yang akan diberikan
kepada pekerja bongkar muat kayu sudah sesuai dengan perjanjian di
awal.

Kata Kunci: Akad, Upah, Pengangkut Kayu.
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MOTTO

PN v PR USRI R
Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,
"Berilah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."(HR. Ibnu
Majah).
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun kerangka awal guna mendapatkan gambaran
yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini,
maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna
dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini
dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman
terhadap makna judul dari beberapa istilah yang digunakan,
langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok
permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Praktik Pembayaran
Upah Pengangkut Kayu Dalam Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Di Pekon Way Sindi Kecamatan
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”. Adapun
beberapa istilah judul yang memerlukan beberapa pengertian
adalah sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran upah adalah imbalan atau balas jasa
yang di berikan oleh pemberi pekerjaan kepada para
tenaga kerja, karena para tenaga kerja tersebut telah
memberikan sumbangan tenaga’.

2. Pengangkutan kayu merupakan kegiatan pemindahan
kayu dari tempat pengumpalan sementara di tepi hutan ke
tempat pengelolaan melalui jalan yang telah dipersiapkan
secara optimal.?

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai

arti pandangan atau pendapat secara istilah tinjauan adalah

“pemeriksaan yang teliti, penyidikan, pengumpulan data,

pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara

! Siswanto Sastrohadiwiryo and Asri Hadaningsih Syuhada, Manajemen
Tenaga Kerja Indonesia (Bumi Aksara, 2021), 224.

% Upara Rahman Abdul, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkut
Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hukum,” Jurnal
Legal Pluralims 5 (2019): 1.



sistematis dan  objektif untuk memecahkan suatu

permasalahan®.

3. Hukum Ekonomi Syariah dalam konsep yang sempit yaitu
hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan
peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti
jual beli, perdangan dan perniagaan yang di dasarkan pada
Hukum Islam dan konsep yang lebih luas yaitu Hukum
Ekonomi Syariah yang merupakan kumpulan peraturan
yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka
memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial
yang di dasarkan pada Hukum Islam.*

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dari judul ini
adalah mengkaji praktik pembayaran upah dari sudut Hukum
Ekonomi Syariah, tentang Praktik Pengupahan Pengangkat
Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Pekon
Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir
Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Upah dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah
memberiakan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang
telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu
dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah
disepakati. Adapun Rukun dan Syarat dalam Penentuan Upah
iyalah baligh, pemberi upah, penerima upah, objek upah
mengupah, imbalan sebagai bayaran, manfaat upah, berakal
sehat, dan tidak dipaksa.’

Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam usaha
mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-bainya
sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.’ Pada
hakikatnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat

® Hasan Alwi dan Dendi Sugono, Telaah Bahasa dan Sastra (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2018), 6.

4 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah (Jakarta:
Kencana, 2019), 7.

5 Salam, “Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa
Prambanan Kecamatan Abab Kabupaten Pali,” Sosial dan Budaya Syar’l 5 (2018): 1.

® Maro, “Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum
Perbankan Indonesia,” Ekonomi Syariah dan Bisnis 1 (2018): 2.



3

imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak

akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka.
Dalam QS. Al-jathiyah [45]: 22, Allah berfirman :
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”Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang

benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan

’

yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan rugikan”.

Adapun prinsip pengupahan dalam Hukum Ekonomi
syariah tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi
secara umum, terutama prinsip keadilan dan prinsip moralitas.
Dalam konteks hukum ekonomi penegakan keadilan tidak
hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi
teologis.’

Cara pengupahannya biasanya dilakukan setelah selesai
bekerja,upahnya langsung dibayarkan sesuai kesepakatan
tentang penerimaan upah harian. Dengan penghasilan dinilai
dari penuh atau tidaknya truk. Misalnya mereka diberi upah
Rp 600.000,- yang akan dibagi 6 orang buruh atau pekerja jika
mobil penuh, namun jika mobil tidak penuh para buruh atau
pekerja akan diberi upah Rp 300.000,- dibagi 6 orang buruh
atau pekerja, upah harian ini sudah termasuk dengan uang
makan atau dimaksud dengan upah harian bersih.

Permasalahan akan timbul jika para pekerja dalam satu
hari hanya mendapat kayu log sedikit dan upah yang mereka
dapat tidak sesuai dengan waktu yang mereka Kkerjakan,
dikarenakan keadaan alam sekitar. Belum lagi risiko yang
mereka hadapi saat mengangkut kayu melewati jalanan yang
cukup terjal melewati jurang, dan belum juga saat mengangkat
kayu kedalam truk mereka harus berhati-hati jika salah
strategi bisa saja kayu yang mereka angkat akan menjatuhkan
salah satu dari para buruh atau pekerja. Sehingga ini dianggap
memberatkan bagi para buruh atau pekerja.

2019), 5.

" Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
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Selama ini pengupahan yang dilakukan pemilik kayu
dengan pengangkut kayu atas dasar kepercayaan, dan upah
yang diberikan kepada tenaga kerja tidak sebanding dengan
pekerjaan yang telah dilakukan. Praktik pemberian upah
dilakukan setelah pekerjaan selesai, artinya upah akan
diberikan ketika pekerjaan selesai. Namun terkadang yang
diberikan mengalami penundaan (takhir) atau di gabung
dengan pekerjaan berikutnya.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis bermaksud
untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Praktik Pembayaran
Upah Pengangkut Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”.

Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik pembayaran
upah pengangkut  kayu berdasarkan Hukum Ekonomi
Syariah.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus  penelitian ini  adalah  bagaimana
pembayaran upah pengangkut kayu dalam tinjaun hukum
ekonomi syariah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, diatas maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembayaran upah pengangkut kayu di
Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten
Pesisir Barat ?

2. Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu
Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Pekon Way
Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir
Barat?



E. Tujuan Penelitian

F.

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik pembayaran
pengupahan pengangkut kayu di Pekon Way Sindi
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

2. Untuk mengetahui dan memahami Praktik Pembayaran
Upah Pengangkut Kayu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat.

Manfaat Penelitian

Hal terpenting dari sebuah penelitian adalah
kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah
diketahui hasil penelitian. Adapun kegunaan dan manfaat dari
penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan
pengetahuan  dan  pemahaman  sehingga  dapat
memberikan sumbangan pemikiran oleh kalangan umat
muslim serta para sarjana hukum islam khususnya
tentang bermuamalah.

2. Secara Praktis
Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dengan ilmu Syariah di Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan,
peneliti melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu
(Prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang
menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi
syarat mutlak dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya
plagitisme atau mncontek secara utuh hasil karya tulisan orang
lain. Oleh karna itu, untuk memenuhi kode etik dalam
penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap
penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya
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adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian, dan
berbagai teori pendukung guna menyusun konsep berfikir
dalam penelitian.

Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang

mengkaji tentang upah namun setiap penelitian memeliki
karakteristik dan ciri tersendiri yang membedakanya dengan
penelitian yang lain. Berikut pemparan terkait penelitian-
penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini :

1.

Novian Saputra (2021) judul skripsi “Praktik Pengupahan
di Pabrik Penggilingan Padi Dalam Tinjauan Hukum
Islam (Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa
Sidomukti Kecamatan Abung Timur Kabupaten
Lampung Utara)”. Adapun metode penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini
yaitu, dalam praktik pengupahan di pabrik penggilingan
padi Desa Sidomukti Kecamatan Abung Timur
Kabupaten Lampung Utara terdapat ketidakrelaan dari
salah satu pihak, karena pemilik pabrik melakukan
pengambilan upah dengan adanya kecurangan dalam
permainan  timbangan yang  dilakukan  tanpa
sepengetahuan dari pemilik padi. Sehingga terjadi
keterpaksaan dalam pengupahan tersebut.

Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian saya
yaitu sama-sama ada ketidakrelaan dari salah satu pihak
yang mana hal tersebut merugikan dan menyalahi aturan
Hukum Islam dan dalam penyelesaian permasalahan
objek sama-sama menggunakan akad ijarah. Perbedaan
hasil penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada
penelitian ini pihak yang merasa dirugikan yaitu pemilik
padi, karena pemilik pabrik melakukan pengambilan
upah dengan adanya kecurangan dalam permainan
timbangan. Sedangkan dalam penelitian saya pihak yang
merasa dirugikan yaitu tenaga Kkerja, karena sistem
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pemberian upah tidak dijelaskan pada awal akad kontrak
kerja.®

2. Widara Daitari (2021) judul skripsi “Tinjauan Hukum
Islam Tentang Praktik Akad ljarah Dalam Pembuatan
Lubang Sadap Pohon Damar (Studi di Pekon Gunung
Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat)”.
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan
(field Reaserch). Bersasarkan hasil penelitian yang terjadi
dalam pembuatan lubang sadap pohon damar ini bahwa
pemilik kebun dengan pekerja pembuat lubang sadap
pohon damar ini melakukan akad, setelah akad berjalan
ternyata hasil yang diinginkan tidak sesuai harapan.
Getah damar yang dihasilkan sedikit dan batang pohon
menjadi rusak akibat pekerja tidak melakukan pekerjaan
dengan benar sehingga pemilik kebun merasa dirugikan.
Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian saya
yaitu sama-sama menyalahi aturan hukum Islam karena
akad yang dilakukan oleh keduanya tidak diperbolehkan
sehingga dapat menimbulkan kemudharatan atau
kerugian salah satu pihak dalam hukum itu tidak
diperbolehkan dan juga dalam penyelesaian objek
permasalahnya sama-sama menggunakan akad ijarah.
Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian saya
yaitu dalam jenis pekerjaan nya, pemilik kebun memilih
pekerja yang kurang profesional sehingga menimbulkan
ketidakpuasan, sedangkan dalam penelitian saya pekerja
yang di pilih yaitu orang-orang yang sudah profesional
dalam bidangnya.’

3. Siti Maesaroh (2019), yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (studi

8 Saputra Novian, Praktik Pengupahan di Pabrik Penggilingan Padi Dalam
Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sidomukti
Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara), ed. oleh Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

° Daitari Widara, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad ljarah
Dalam Pembuatan Lubang Sadap Pohon Damar (Studi di Pekon Gunung Kemala
Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat) (UIN Raden Intan Lampung, 2021).
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di Desa Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way
Kanan)”.'® Penelitian tersebut menghasilkan bahwa
dalam praktik upah Kerja buruh cangkul yang
ditangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah
kerja, sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum
jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh
cangkul dan terdapat unsur ketidak pastian atau gharar
yang dalam Islam dilarang keberadaanya karena
mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari
pada kemaslahatannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat
persamaan Yang terjadi antara judul tersebut dengan
judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama
membahas mengenai ujrah sedangkan perbedaannya jika
penelitian terdahulu membahas mengenai praktik buruh
cangkul maka peneliti membahas mengenai penentuan
pengangkut kayu.

4. Jurnal dari Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany
tahun 2020 dengan Judul Upah Jasa Sterilasasi Pada
Kucing Dalam Rangka Menekan Jumblah Populasi
Kucing Perspektif Hukum Islam. Penelitian tersebut
menunjukan bahwa populasi kucing yang tidak terkontrol
dapat menyebabkan masalah tersendiri bagi manusia,
karena kucing bias menjadi pembawa penyaakit dan
menularkanya  kepada manusia.  Penelitian  ini
menyimpulkan bahwa salah satu cara yang dilakukan
untuk menekan populasi kucing yang terus berkembang
pesat adalah dengan dilakukannya sterilisasi pada kucing.
Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian saya
yaitu dalam landasan teorinya sama-sama menggunakan
landasan teori tentang ujrah sedangkan perbedaanya jika
penelitian terdahulu membahas mengenai praktik upah

0 sjti Maesaroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja
Buruh Cangkul (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).



jasa sterilisasi kucing pada Klinik hewan maka peneliti
membahas mengenai penentuan upah pengangkut kayu.™*
5. Jurnal dari Ruslan Abdul Ghofur 2018 dengan judul
Sistem Upah di Indonesia dan Islam. Penelitian tersebut
menunjukan bahwa konflik anatara buruh dengan
pengusaha telah menjadi fenomena rutin dalam dunia
perburuhan di Indonesia. Dari sejumlah tuntutan yang
muncul dalam setiap aksi unjuk rasa, masalah upah selalu
saja menjadi issu yang di suarakan para buruh.
Pemerintah sebenarnya telah berupaya menengahi
permasalahan ini menerbitkan aturan tentang Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
Kota/Kabupaten (UMK). Penelitian ini menemukan fakta
dalam ekonomi Islam, Upah merupakan produk dari
sistem kerjasama tolong menolong yang diwujudkan
dalam kontrak perjanjian kerja. Sedangkan dalam sistem
ekonomi Kapitalisik, tenaga kerja lebih dinilai sebagai
salah satu jenis komoditas atau barang modal yang akan
menghasilkan nilai baru.
Persamaan hasil penelitian ini dengan penelitian saya
yaitu dalam penyelesaian objek permasalan sama-sama
menggunakan landasan teori tentang ujrah sedangkan
perbedaanya jika penelitian terdahulu berfokus pada
sistem upah di Indonesia dan Islam. Sedangkan penelitian
dari peneliti berfokus pada penentuan upah pengangkut
kayu.?

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan
peneliti dalam rangka guna mengumpulkan informasi atau
data untuk menjawab permasalahan peneliti atau rumusan
masalah. Ada beberapa langkah yang digunakan peneliti.

1 Apriliany Aida Kurniati Herlina, Marnita, “Upah Jasa Sterilisasi Pada
Kucing Dalam Rangka Menekan Jumblah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam,”
Hukum Ekonomi Syariah 12 (2020): 2.

2 Ghofur Abdul Ruslan, “Sistem Upah di Indonesia dan Islam,” Hukum
Islam 15 (2018): 2.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
(Field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan
untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.’®
Melihat kaitanya pada penelitian ini, maka yang
menjadi fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana
sistem upah yang diberikan oleh pemberi kerja kepada
para tenaga kerja pengangkut kayu yang ada di Pekon
Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten
Pesisir Barat dalam kesejahteraan tenaga kerja
berdasarkan pada data-data yang diperoleh oleh peneliti
baik data primer ataupun data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu
suatu metode penelitian yang menggambarkan
karakteristik populasi atau fenomena yang sedang
diteliti, sehingga metode penelitian ini berfokus pada
menjelaskan objek penelitianya sehingga menjawab
peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Sedangkan
penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang bersifat
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses
dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam
penelitian  kualitatif ~ sehingga  landasan  teori
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian
sesuai dengan fakta dilapangan. Jadi penelitian
deskriptif  kualitatif ~merupakan sebuah metode
penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan
dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif
kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian,
fenomena, atau keadaan secara sosial. Pendeskripsian
penelitian tersebut berdasarkan pada data yang
diperoleh dari panglong kayu yang ada di Pekon Way
Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir
Barat.

13 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet ke 7 (Bandung:
CV Mandar Maju, 2019), 81.
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3. Data dan Sumber Data
Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau
deskripsi dari suatu kejadian yang dihadapi dengan
sebenarnya.Sedangkan sumber data yaitu merupakan
sumber dari mana data tersebut diperoleh dalam suatu
penelitian.Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
sumber data berupa data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data Primer merupakan data yang diperoleh
secara langsung dan responden atau objek yang
diteliti.’* Didalam  penelitian ini, peneliti
memperoleh data berupa hasil dari wawancara,
serta dokumentasi yang bersumber dari pemilik
atau pemberi kerja, dan para tenaga Kkerja
pengangkut kayu di Pekon Way Sindi Kecamatan
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh
atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan
penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
Didalam penelitian ini, peneliti memperoleh
sumber data dari dokumentasi, literatur, serta
website yang membantu menunjang data-data
dalam penelitian. Dengan dua macam cara sumber
data pada penelitian ini, proses serta hasil
penelitian  yang diteliti  diharapkan  dapat
mengungkapkan serta menjelaskan bagaimana
sistem, implikasi, dan tinjauan dalam Hukum Islam
pada sistem upah yang dikeluarkan oleh pemberi
kerja kepada para pekerja pengangkut kayu di
Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa
Kabupaten Pesisir Barat.

% Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi
Aksara, 2018), 57.
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4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek atau subjek penelitian yang
mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulan. Suharmi Arikunto telah menjelaskan
batasan-batasan pengambilan sempel, yaitu apabila
subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi,
Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100
maka keseluruha populasi dijadikan sempel.*®

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian
ini berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 4 pekerja
pengangkut kayu, dan 1 pemilik panglong di Pekon Way
Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir
Barat. Seluruh populasi dalam penelitian ini di jadikan
sampel.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat atau cara-cara
untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian seperti
kuisioner, angket, survei, observasi, dan sebagainya.
Berikut beberapa metode pengumpulan data yang penulis
gunakan dalam penelitian:
a.  Wawancara (Interview)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi
dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara
lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari
wawancara adalah adanya kontak langsung dengan
tatap muka antara pencari informasi (interviewer)
dan sumber informasi (interviewe). Pada praktiknya
penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk
diajukan secara langsung kepada pekerja pengangkut
kayu untuk mengetahui tentang permasalahan upah
mereka dan juga bagaimana sudut pandang Islam
mengenai hal tersebut.

15 gSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik
(Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 102-4.
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b. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan sebagai mencari data
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pokok
pembahasan, seperti catatan, buku, surat kabar,
majalah dan lain-lain.** Dalam penelitian ini,
dokumentasi yang digunakan dengan melihat
pelaksanaannya, foto atau sumber-sumber lain yang
berkaitan dengan penelitian ini.
6. Analisis Data
Analisis data merupakan suatu tahap yang sangat
diperlukan dalam penelitian agar memperoleh hasil
penelitian yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian.
Dalam hal ini metode analisis yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan
terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian
diklasifikasikan, disusun, dijelaskan dengan Kkata-kata
atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh
kesimpulan. Maksud dari analisis ini bertujuan untuk
mengetahui tentang praktik pembayaran upah pengangkut
kayu dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.*’
7. Teknik Pengolahan Data
Setelah data yang diperoleh dari hasil wawancara
dan dokumentasi telah terkumpul, penulis himpun
kemudian diolah dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Pemeriksaan data
Dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan
sudah relevan dengan data yang diperoleh dari data
penelitian dilapangan maupun dari studi literature.

b. Penandaan data

18 Hardani and Others, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta:
CV Pustaka llmu, 2020), 137-38.

17 Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fath al Mu’in jilid (Bandung:
Syirkah Al-Ma’arif, n.d.).
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Dilakukan untuk memberikan catatan atau tanda yang

menyatakan jenis sumber data yang baku atau literatur

yang validitasnya dapat dipercaya, dilakukan sebagai

usaha untuk meringkaskan data penelitian yaitu

dengan memberi simbol angka pada uraian-uraian

yang penting yang didapatkan dari hasil penelitian.
Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan

satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Bab
pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: penegasan judul,
latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang digunakan
dalam penelitian dengan judul “Landasan Teori”. Uraian
dalam bab keduan ini berisi tentang teori akad dan upah dalam
islam yang mencakup pengertian akad, rukun dan syarat akad,
macam-macam akad, prinsip-prinsip berakad, berakhirnya
akad, penegrtian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat
upah, hak menerima upah, waktu pembayaran upah,
berakhirnya upah dan batalnya upah.

Bab ketiga yakni menyajikan deskripsi objek penelitian,
karna objek penelitian skripsi ini adalah praktik pembayaran
upah pengangkut kayu di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, Maka pada bab ketiga ini
membahas gambaran tentang praktik pembayaran upah
pengangkut kayu di Pekon Way Sindi Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Mulai dari gambaran
umum lokasi penelitian seperti profil Pekon, visi, misi, letak
geografis, serta kondisi monografis Pekon Way Sindi
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.
Kemudian memuat juga tentang Praktik Pembayaran Upah
Pengangkut Kayu, seperti menjelaskan tentang Data Pemilik
Panglong dan pekerja pengangkut kayu yang ada di Pekon
Way Sindi dalam bentuk table serta menjelaskan tentang
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Praktik Pembayaran Upah Pengangkut Kayu yang ada di
Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten
Pesisir Barat.

Bab keempat merupakan hasil atau analisis penelitian
meliputi analisi data penelitian dari Praktik Pembayaran Upah
Pengangkut Kayu Pekon Way Sindi Kecamatan Karya
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, kemudian setelah
dideskripsikan praktik tersebut dianalisis berdasarkan
pandangan Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan
teori upah mengupah dalam islam.

Bab kelima penutup memuat kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana
yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian
serta rekomendasi.
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BAB 11
LANDASAN TEORI

A. Akad
1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata al-‘agd yang mempunyai
beberapa arti di antaranya mengikat, memperkuat,
menghimpun, mempererat (mengikat kuat) dan
mengumpulkan diantara dua sesuatu. Akad dalam arti
luas yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang
yang dikerjakan berdasarkan keinginannya sendiri seperti
wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu Yyang
pembentukannya membutuhkan kenginginan dua orang
seperti jual beli, dan gadai atau segala sesuatu yang
dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang
muncul dari kehendak sepihak, maupun yang
membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukanya.®

Akad menurut terminologi diartikan untuk
menggabungkan antara ujung sesuatu atau mengikatnya.
Lawanya adalah “al- hillu” (melepaskan), juga diartiakan
mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Akad juga
mengandung arti khusus, yaitu perikatan antara ijab dan
gabul berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku
(ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek
perikatanya.™

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang
dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu
perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan
dan/tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad
menurut istilah adalah Kketerikatan kenginginan diri

18 and Rockmad Muttagin Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto,
“Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam,” Hukum dan Ekonomi Islam 14
(2020): 137-52.

18 Acmad Wardi Muslich, Figih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2019), 110.

17
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dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan
adanya komitmen tertentu yang disyariahkan.?
2. Dasar Hukum Akad
Akad dalam bermuamalah haruslah sesuai dan
memenuhi syarat dan rukun akadnya, Akad sangat
diperlukan agar di antara kedua belahpihak yang berakad
masing-masing memilih tanggung jawab. Sebagaimana
Firman Allah swt., dalam QS. An-Nisa [4]: 29, Allah
berfirman:
G 5553 (386 I JLatly i &0 sal 1 R Y 1l el i
Wi 2 S a0 &) el 588 Y5 e (al 5
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak
benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya  Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu .

Ayat tersebut menjelaskan tentang larang
melakukan praktik yang dilarang dalam memperoleh
harta, namun harus berdasarkan akad dengan kerelaan
kedua belah pihak yang membuat akad. Hal ini
diperlukan agar kedua belah pihak terhindar dari
penyesalan dalam akad tersebut serta dapat melaksanakan
hak dan kewajibannya dengan baik. Telah dijelaskan juga
di dalam Al-Qur'an mengenai perintah untuk
melaksanakan serta memenuhi akad atau perjanjian.
Sebagaimana dalam QS. An-Nahl [16]: 90, Allah
berfirman :

il e 455 ol b s ghaYls Jdudy b a &
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan

2 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, No TitleFikih Ekonomi
Keuangan Islam (Jakarta: Darur Hag, 2008), 26.
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permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran’.

Ayat di atas apabila dikatakan dengan ijarah maka
dapat dipahami bahwa Allah swt., memerintahkan kepada
pemberi pekerjaan untuk berlaku jujur dan adil terutama
mengenai upah sehingga tidak ada pihak yang merasa
dirugikan.

3. Rukun dan Syarat Akad
a. Rukun akad

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fukaha

berkenaan dengan rukun akad menurut jumhur fukaha

rukun akad terdiri atas:

1. Aqid, yaitu orang yang berakad (bersepakat).

2. Ma’qud ‘alaih, adalah benda-benda yang
diakadkan, seperti benda yang ada dalam
transaksi jual beli.

3. Maudhu’al-‘aqd, yaitu tujuan pokok dalam

melakukan akad.

4. Shighat al- ‘agd yang terdiri dari ijab kabu

Hal ini didasarkan pada definisi rukun menurut
jumhur, yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lain
bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari
hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaan yang
ada, semuanya hanyalah istilah yang pada akhirnya
tidak banyak berpengaruh pada substansi. Jadi, rukun
akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan
kesepakatan dua kehendak atau menggantikan
posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun
tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar lainnya
menjadi fondasi akad, seperti objek yang diakadkan
dan dua pihak yang berakad merupakan kezaliman
akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad.

IZl

2! Siregar Surya Hariman dan Khoerudin Koko, No Title Fikih Muamalat
Teori Dan Implementasi (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019), 38.
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Karena adanya ijab dan kabul menghendaki adanya
dua pihak yang berakad.

Berkenaan dengan rukun akad ada tiga
pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli fikih,
sebagai berikut.

a. Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan
shighatijab kabul.

b. Akad jual beli tetap sah dengan perbuatan (af’al).

c. Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang
menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa
ucapan maupun perbuatan.?

b. Syarat-syarat Akad
Setiap pembentukan akad mempunyai syarat
yang ditentukan  syara’ yang wajib disempurnakan,
syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-
syarat yang  wajib sempurna wujudnya sebagai
akad.

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-
syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian
akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai
idhafi (tambahan) yang harus ada di samping
syarat-syarat yang umum, seperti Syarat adanya
saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam
berbagai macam akad adalah sebagai berikut.

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap
bertindak (ahli), maka akad orang yang tidak
cakap (orang gila) akadnya tidak sah.

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima
hukumnya.

3) Akad itu diizinkan oleh syara’ dilakukan oleh
orang yang mempunyai hak melakukannya,

22 |pid., 39.
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walaupun dia bukan agaidyang memiliki
barang.?®

4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual
beli mulamasah.

5) Akad dapat memberikan faedah.

6) ljab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah
apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya
kabul.

Menurut ulama mazhab Az-Zahiri seluruh syarat
yang dikemukakan pihak-pihak yang berakad apabila
tidak diakui oleh syara’ sebagaimana tercantum dalam
Al-Quran dan Sunah adalah batal. Menurut Jumhur
ulama fikih pada dasarnya pihakpihak berakad itu
memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat
tersendiri dalam suatu akad. Menurut ulama fikih
Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i sekalipun pihak-
pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam
menentukan syarat, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai
batas (terbatas), yaitu selama syarat itu tidak
bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Ulama fikih
menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan
syaratnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-
pihak yang melakukan akad.**

4. Macam-macam Akad
Diantara macam-macam akad adalah:
a. Berdasarkan ada tidaknya unsur lain di dalamnya:

1. Akad munjiz, yaitu akad yang dilaksanakan lansung
pada selesai akad.

2. Akad mu’alag adalah akad yang di dalam
pelaksanaan terdapat syarat-syarat yang telah
ditentukan dalam akad, misalnya penentuan
penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah
adanya pembayaran.

2 bid., 40.
24 |bid., 41.
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b. Dilihat dari segi telah ditetapkan nama atau tidaknya
oleh syariat yang pertama Akad musamma adalah
akad yang telah ditetapkan namanya oleh syariat dari
diberi hukum sebagai akad yang boleh dilakukan,
seperti jual beli, hibah, ijarah, syirkah dan lain-lain.
Akad yang kedua iyalah akad gairu musawwa adalah
akad yang belum ditetapkan nama dan hukumnya oleh
syara’

c. Dilihat dari segi disyariatkan atau tidaknya:

1. Akad musyara’ah, akad yang dibenarkan oleh
syara seperti jual beli, hibah gadai, dan lain-lain.

2. Akad mamnu’ah adalah akad yang dilarang oleh
syara seperti menjual anak binatang yang masih
dala kandungan.

d. Dilihat dari segi sah atau tidaknya akad:

1. Akad sahihah adalah akad yang cukup syarat-
syaratnya. Misalnya menjual sesuatu dengan harga
sekian jika kontan dan sekian jika hutang.

2. Akad fasid adalah akad yangt cacat. Misalnya
menjual sesuatu barang yang palsu, tetapi
dikemas dalam bentuk asli. .°

e. Dilihat dari segi sifat bendanya:
1. Akad ainiyah adalah akad yang diisyaratkan
dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
2. Akad gairu ainiyah adalah akad yang tidak disertai
dengan penyerahan barang-barang, karna tanpa
penyerahan barang-barang pun akad sudah akan
berhasil, seperti akad wadiah dan amanah.”®
f. Dilahat dari ketentuan cara melakukanya:
1. Akad maudu’iyyah adalah akad yang dilaksanakan
dengan upacara tertentu, yaitu ada saksi seperti
pernikahan.

% Abdulhanaa, No TitleKaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Yogyakarta:
Trusmedia Publising, 2020), 47.
% Ibid., 48.
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2. Akad ridaiyah adalah akad yang tidak memerlukan
upacara tertantu dan terjadi karena keridhoan dua
belah pihak seperti akad-akad pada umumnya.

g. Dilihat dari segi berlaku secara langsung atau tidaknya
akad:

1. Akad nafizah yaitu akad yang bebas atau terlepas
dari penghalang-penghalang akad.

2. Akad mauqufah yaitu akad-akad yang bertalian
dengan persetuan-persetujuan seperti akad faduli
(akad yang berlaku setelah disetujui pemelik
harta).

h. Berdasarkan lazim dan gairu lazim:

1. Akad lazim adalah akad yang mengikat semua
pihak pelaku akad.

2. Akad gairu lazim adalah akad yang tidak mengikat
atau hanya mengikat satu pihak saja.”’

i. Dilihat dari tukar menukar akad:

1. Akad mu’awaddah, akad yang berlaku atas dasar
timbau balik, atau terjadi pertukaran hak seperti
jual beli, sewa-menyewa, dan upah-mengupah.

2. Akad fabarru’at adalah akad yang berlaku atas
dasar pemberian dan pertolongan dari satu pihak
kepada pihak lain, hanya satu pihak mendapatkan
hak (pihak yang diberi), sementara pihak lain tidak
mendapatkan imbalan (pihak pemberi) seperti
hibah, sedekah, infaq, dan semacamnya.

j. Dilihat dari harus dibayar dan tidaknya

1. Akad daman yaitu akad yang menjadi tanggung
jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu
diterima seperti gard.

2. Akad amanah yaitu tanggung jawab kerusakan oleh
pemilik benda, bukan oleh yang memegang
barang, seperti titipan.

27 |bid., 49.
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Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah
satu segi merupakan daman, menurut segi yang
lain merupakan amanah, seperti rahn (gadai).

k. Dilihat dari segi tujuan akad

1.

Bertujuan tamlik, seperti jual beli. Bertujuan untuk
mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti
syirkah dan mudharabah.

. Bertujuan tausig (memperkokoh kepercayaan) saja,

seperti rahn dan kafalah.

. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah

dan wasiyah.

. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti ida’

atau titipan.?®

I. Berdasarkan cepat lambatnya pelaksanaan akad:

1.

2.

m.

Akad fauturiyah yaitu akad-akad yang dalam
pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang
lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja,
seperti jual beli.

Akad istinyar disebut pula akad zamaniyah, yaitu
hukum akad terus berjalan, seperti pinjam-
meminjam.

Berdasarkan pokok (dasar) dan pelengkap

(tambahan):

1.

Akad asliyah yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa
memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual
beli dan i’arah.

Akad tabi’iyah yaitu akad yang membutuhkan
adanya yang lain, seperti akad rahn tidak akan
dilakukan tanpa adanya akad pokok ( asliyah atau
asasiy).

n. Berdasarkan cara melakukan atau bentuk akad:

1.

2.

Akad bi al-lisan (dengan cara penyebutan dengan
kata-kata/ bahasa yang jelas).

Akad bi al-mu’atah (langsung dengan perbuatan).
Akad mu’atah adalah akad saling menukar dengan

2 |bid., 50.
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perbuatan yang menunjukan tanpa ucapan ijab dan
gabul.

. Akad bi al-kitabah (akad dengan tulisan). Akad sah

dilakukan melalui tulisan oleh dua orang yang
berakad baik keduanya mampu berbicara maupun
bisu, keduanya hadir pada waktu akad ataupun
tidak hadir, dengan bahasa yang dapat dipahami
oleh kedua orang yang berakad. %

. Akad bi al-isyarat (akad dengan isyarat). Isyarat

adakalanya dari orang yang mampu berbicara dan
berasal dari orang bisu. Apabila orang berakad
mampu berbicara maka maka akad yang
dilaksanakan seharusnya tidak dilakukan dengan
isyarat kecualidalam kondisi tertentu yang
menuntut dilakukannya akad dengan isyarat.

0. Berdasarkan niat (motif) pelakunya:

1.

Akad tijari yaitu akad yang bermotif bisnis atau
mencari keuntungan duniawi secara langsung dan
disepakati dalam akad.

Akad tabarru’ adalah akad yang motifnya untuk
mencari pahala atau semata-mata untuk menolong
tanpa mengharapkan imbalan duniawi.

Akad gabungan tijari dan tabarru’ menurut
sebagian ahli ekonomi adalah akad yang
padamulanya merupakan akad yang diniatkan
menolong, namun pada akhirnya menjadi akad atas
beban/ untuk mendapatkan imbalan.

p. Berdasrkan waktu (tempo):

1.

Akad bertempo (al-zamani) adalah akad yang di
dalamnya ada unsur waktu yang merupakan unsur
penting, dalam arti unsur waktu merupakan bagian
dari isi perjanjian. Termasuk dalam ketegori ini,
misalnya sewa-menyewa, akad penetipan, akad
pinjam pakai, akad pemberian kuasa, akad
berlangganan surt kabar dan lain sebagainya.

2 |pid., 51.
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2. Akad tidak bertempo (al-fauri) adalah akad dimana
unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi
perjanjian. Akad jual beli misanya, terjadi seketika
tanpa perlu unsur tempa sebagian dari akad
tersebut.*

5. Asas- asas Akad
a. Asas lkhtiyari (sukarela).

Dalam KHES pasal 21 poin a disebutkan bahwa
yang dimaksud asas sukarela adalah akad yang
dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari
keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau
pihak lain. Sumber hukum pertama dalam ekonomi
syariah yaitu al-qur’an telah menjelaskan bahwasanya
dalam setiap transakasi ekonomi syariah hendaknya
dilakukan atas kerelaan/ keridhaan kedua belah pihak
(Q.S. an-nisa: 29).

b. Asas amanah

Asas amanah mengandung makna bahwa setiap
akad harus dilaksanakan oleh para pihak yang berakad
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan
pada saat yang sama terhindar dari cidera janji. Asas
amanah merupakan wujud dalam meraih kepercayaan
anatara kedua belah pihak yang bertransaksi.

c. Asas Ikhtiyati (kehati-hatian)

Suatu akad tidak akan berjalan dengan baik bila
tidak dilakukan deng pertimbangan yang matang serta
serta dilakukan secara tepat dan cermat. Ini karna
dalam setiap akad yang selalu melekat unsur resiko,
baik itu resiko rendah sedang maupun tinggi.*

d. Asas Luzum

Akad dalam ekonomi islam harus disusun dengan
tujuan yang jelas serta perhitungan yang cermat. Hal
ini tidak lain bertujuan untuk menghindarkan akad

% Ibid., 53-55.
%1 Afendibahtiar, “No TitleAsas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),” Alwatzikhoedillah 8 (2022): 73.
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tersebut dari munculnya spekulasi atau maisir serta
prilaku yang berujung kepada kemubadziran.

e. Asas saling menguntungkan

Akad dalam transaksi ekonomi senantiasa
dilakukan  untuk  menghadirkan keuntungan
keduabelah pihak. Sebagai contoh dalam jual beli,
pihak penjual memperoleh keuntungan dari barang
yang ia jual sementara pihak pembeli memperoleh
keuntungan dari manfaat produk yang ia beli,
keduanya saling menguntungkan.®

f. Asas Taswiyah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES) dijelaskan bahwa asas taswiyah merupakan
wujud dari kesetaraan dan keseimbangan dalam hak
dan kewajiban antar pihak yang berakad. Ini
menindikasikan bahwa setiap akad yang disepakati
senantiasa memunculkan adanya hak dan kewajiban
yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Salah satu
pihak yang berakad tidak bisa hanya mengharapkan
hak yang ia peroleh tanpa memenuhi keawjiban yang
harus ditunaikan.

g. Asas Transparansi

Transparansi merupakan wujud dari adanya
informasi yang sempurna yang disampaikan oleh
kedua belah pihak yang berakad. Tanpa adanya
transparansi, perselisihan atau sengketa akan mungkin
muncul dikemudian hari. Ini karna salah satu pihak
menyembunyikan sebagian informasi terhadap pihak
lain sementara kerelaan keduabelah pihak baru dapat
tercapai apabila informasi yang ada disampaikan
secara transparan.

h. Asas kemampuan

% Ibid.
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Akad vyang dilakukan disesuaikan dengan
kemampuan keduabelah pihak. Dalam praktik
perbankan kita bisa melihat, penggunaan 4C
(Character, Capacity, Capital dan Condition) pada
intinya dimaksudkan agarnasabah dalam kondisi siap
ketika bertransaksi dengan bank. Sehingga bank bisa
mengukur kemampuan nasabah ketika akad sudah
disepakati. Hal ini tentunya untuk mencegah adanya
pembiayaan yan bermasalah dikemudian hari karena
kemampuan yang dimili nasabah tidak sesuai dengan
beban yang harus ditunaikan kepada pihak bank.*

i. Asas Taisir (kemudahan)

Islam menghendaki kemudahan dalam setiap
ajaranya , hal ini berlaku pula dalam muamalah. Asas
kemudahan ditujukan agar pihak yang berakad tidak
kesulitan ketika akad ini berlansungt, unsur-unsur
yang menhadirkan kesulitan hendaknya dihilangkan
sehingga akad benar-benar bisa menghadirkan
kamaslahatan sebagaimana kaidah ushuliyah yang
berbunyi:  “ad-dhararu yazalu” yang bermakna
kesulitan harus dihilangkan.

j. Asas Itikad baik

Itikad yang baik merupakan dasar utama dalam
pelaksanaan suatu akad. Itikad dalam akad didasarkan
pada nilai utama yaitu untuk mrncapai kemaslahatan
juga tidak menganduk unsur jebakan. Dalam transaksi
muamalah itikad baik memegang peranan penting
akan kemana suatu akad ditujukan.*

k. Asas sebab yang halal

Dalam akad, sebab yang halal merupakan salah
satu unsur yang mutlak diperlukan. Bahkan Syaikh
Yusuf al Qardawi memberi bab khusus dalam
bukunya mengenai halal dan haram. Dalam tulisannya
Qardhawi menjelaskan bahwa hal yang haram

% bid.

% Ibid., 76.
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merujuk kepada persoalan yang bahayanya lebih besar

daripada manfaatnya, oleh karenanya akad yang

dilakukan dilakukan dengan sebab yang halal
bertujuan untuk menghindarkan munculnya bahaya.
I. Asas al Hurriyah (kebebasan berkontrak)

Asas kebebasan berkontrak mengindikasikan
bahwa setiap individu dalam berakad tidak dalam
kondisi  keterpaksaan. KHES Buku Pasal 31
menjelaskan bahwa paksaan merupakan upaya yang
dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu yang
tidak diridlainya dan bukan merupakan pilihan
bebasnya. Terkait hal ini, Islam juga menganjurkan
setiap individu bisa melakukan transaksi dengan
keridhaan keduabelah pihak serta terhindar dari
transaksi yang batil.

m. Asas al kitabah (tertulis)

Akad yang tertulis akan memberikan jaminan
keamanan bagi keduabelah pihak. Adanya asas ini
selaras dengan tujuan akad yang
menjamin bahwa masing-masing pihak tidak akan
melakukan kecurangan, karena poin-poin kesepakatan
telah tertulis secara jelas, sekaligus hal ini menjadi
acuan kedua pihak yang bertransaksi untuk
mengetahui secara detail kesepakatan dalam akad.*®

6. Berakhir dan Hikmah Akad
a. Berakhirnya Akad.

Akad selesai disebabkan sejumlah hal, di antaranya

sebagai berikut:

1) Berakhirnya masa berlakunya akad tersebut,
apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang
waktu.

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak berakad, bilamana
akad tersebut sifatnya tidak mengikat.

3) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa
selesai jika:

% |pid., 77-78.
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a) Upah mengupah yang dilakukan fasad,
seperti terbisa unsur-unsur tipuan salah satu
rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.

b) Berlakunya khiyar syarat, aib atau rukyat.

c) Akad itu tidak dilakukan oleh salah satu
pihak.

d) Salah satu pihak yang memerkerjakan akad
meninggal dunia.

b. Hikmah Akad
Akad dalam muaamalah antar sesame insan
tentu memiliki hikmah, diantara hikmah di adakanya
akad ialah sebagai berikut:

1) Adanya ikatan powerful antara dua orang atau
lebih didalam bertransaksi atau mempunyai
sesuatu.

2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan
suatu ikatan perjanjian, sebab telah diatur oleh
syar’i.

3) Akad merupakan “payung hukum” di dalam
kepemilikan sesuatu sampai-sampai pihak lain
tidak bisa menggugat atau memilikinya.*®

B. Ujrah
1. Pengertian Ujrah

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi
bahasa al-ajru yang berarti ‘iwad (ganti) kata, al-ujrah
atau, al-ajru yang menurut bahasa berarti al-iwad (ganti),
dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau
ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam kamus
bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang
dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai
pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk
mengerjakan sesuatu.®’

% Hasan Faron Akhmad, Figih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporel
(Malang: Uin Maliki Malang Pess, 2018), 27-28.

" Caiago Fauzi, “No TitleKetentuan Pembayaran Upah Dalam Islam,”
Textura 1 (2018): 39.



31

Sedangkan upah dalam undang-undang RIl. Nomor
13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja
atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-
undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah
dilakukan.®®

Upah dalam agama Islam, merupakan sesuatu yang
harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak
menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta
penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya
terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar
keduanya. Nilai yang terdapat dalam upah haruslah senilai
dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan
yang disepakati antara pihak pemilik tenaga kerja dengan
tenaga kerja tersebut. Dalam pemberian upah, juga terdapat
batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak
pemberi upah tidak dapat secara semena-mena dalam
pemberian upah tersebut. Bahkan, terdapat Hadis Nabi
yang menerangkan, alangkah baiknya jika pihak pemberi
upah tersebut segera membayar (memberikan) apa yang
menjadi hak atas pekerjaannya, yang berdasarkan pada
hadis, yang berartikan “Bayarlah upah atas pekerta
tersebut, sebelum kering keringatnya”.*

Berkenaan dengan Kkonsep ijarah atas tenaga
manusia. maka figh mengatur dengan ujrah (upah) sebagai
berikut:

a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan
tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan
mengandung unsur jihalah (ketidakjelasan) hal itu
sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi

38 [
Ibid.
% Nur Aksin, “No TitleUpah Dan Tenaga Kerja ( Hukum Tenaga Kerjaan
Dalam Islam ),” Metayuridis 1 (2018): 21.
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ulama menetapkan keabsahan ijarah tersebut
sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat
diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya,
mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti
menyewa tempat tinggal, pelayan dengan
pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak
sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.*

Menyangkut penentuan upah (ujrah), dalam
berbagai literature figh muamalah para ulama figh tidak
menjelaskan secara detail tentang rate upah dan berbagai
indicator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat
upah yang layak untuk diterima oleh seorang pekerja.
Menurut jenisnya ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua
yaitu, ujarah yang telah disebutkan dan ditetapkan
jumlahnya maka syarat tersebut harus disebutkan dan
disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi,
sedangkan ujrah yan sepadan ialah ujrah yang sepadan
dengan kerjanya atau sesuai dengan kondisi pekerjaannya.
Untuk menentukan ujrah ini dalam pandangan syariah
harus mereka yang mempunyai keahlian untuk mentunkan
ujrah, bukan standar yang ditetapkan negara, melainkan
oleh orang ahli dalam menanganni ujrah kerja.**

2. Dasar Hukum Ujrah
a.  Sumber Hukum Al-Qur’an merupakan sumber hukum
yang pertama mengenai upah-mengupah (ujrah).

Dalam sebuah pekerjaan yang menawarkan jasa perlu

adanya upah bagi pekerja karna upah disebut sebagai

imbalan yang harus didapat sesuai dengan pekerjaan
yang telah dilakukan. Sebagai mana firman Allah

SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 279:

%0 Ruslan Abdul Ghafur, No TitleKonsep Upah Dalma Ekoinomi Islam
(Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 197-98.

! Khairudin dan Hayarizqa, “No TitlePerhitungsn Biaya Pada Pengiriman
Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad ljarah Bi al-Amal,” Al-Mudharabah 2
(2020): 41.
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“Jika kamu tidak melepaskannya, maka umumkanlah

perang dari Allahdan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu

bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu.

Kamu tidak berrbuat zalim (merugikan) dan tidak
dizalimin(dirugikan) .

Ayat diatas memberikan penegasan dalam
perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak
diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam
semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan
aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan
kepentingannya sendiri.*

Upah dibayar majikan kepada pekerja sebagai
perealisasian perjanjian kerja. Berdasarkan perjanjian
dalam Islam, kedua belah pihak memiliki kebebasan
untuk menetapkan jumlah gaji atau upah, serta bebas
menetapkan syarat dan cara pembayaran upah
tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan
salah satu pihak.

Dalam ( Q.S. An-Nisa: 29).
Q;,,mes;u\wd.buue&ueﬁ\f\\jsqu\}M\um\L@_'\_‘

Lia s 38 G ) &) 28l ) 3 v 5 38 a6
“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh,
Allah Maha Penyayang kepadamu.

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada
ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa
gaji pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan atau

2 siska Lis Sulistiani, No TitleHukum Perdata Islam (Jakarta: Sinar
Grafika, 2018), 183.
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atasannya wajib memenuhi syarat tersebut vaitu
membayar gaji pekerja sebulan sekali. Namun jika
dalam persyaratan perjanjian kerja yang disetujui
bersama bahwa gaji pekerja dibayar seminggu sekali,
maka majikan harus membayar gaji pekerja seminggu
sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang
mereka buat dan setujui bersama.*?
b. Hadist Dasar Hukum Upah ialah sebagai berikut:
Mo Caag A 08 50A1 ¥ )l
"Berilah upah kepada pekerja sebelum keringatnya
kering." (HR. Ibnu Majah). *

¢. Landasan Ijma’ adalah semua umat bersepakat, bahwa
sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada
seorang ulama pun yang membantah kesepakatan
ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang di antara
mereka yang berbeda pendapat. Umat Islam pada
masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah
diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.®
Seperti perkataan Ibnu Qudamah bahwasanya: “semua
ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah
menyepakati tentang kebolehan dalam akad sewa-
menyewa.” lbnu Rasyid dalam bukunya beliau
berkata Bidayatul Mujtahid yaitu mengatakan
sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua fugaha
amshar (semua kota).*

3. Rukun dan Syarat Ujrah
a. Rukun Ujrah

3 Khaumedi Ja’far, No TitleHukum pEdata Islam Di Indonesia (Surabaya:
Gemilang Publiser, 2019), 137.

* Muhammad Faud Abdul Bagi, No TitleAl-lu “Lu” Wal Marjan Mutiata
Hadis Sahih dan Muslim (Jakarta: Gramedia, 2017).

* Sismiwati dan Ahmad Suminto, “No TitleDualisme Akad Ijarah dan
ljarah Muntahiyah Bit- Tamlik ( IMBT ) Perspektif Fiqih Muamalah,” Musyarokah :
Jounal Of Sehariaekonomic ( NJSE) 1 (2021): 82.

“ Silfia Nur Febrianasari, “No Title2472-7247-1 Sm,” Ekonomi Syariah 2
(2020): 196.



35

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk
sesuatu, sehingg sesuatu itu terwujud karena adanya
unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya
rumah, terbentuk karena adanya unsur-
unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai,
dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam,
unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut
rukun.*’

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan
bahwa rukun akad hanyalah ijab dan gabul saja, mereka
mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya
para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek
akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi“i
hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak
menyangkut substansi akad.*

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ujrah
ada 4 yaitu:

1) Agid (orang Yyang berakad),yaitu orang yang
melakukan akad sewa menyewa atau upah
mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang
menyewakan disebut mu’jirdan orang yang
menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang
menyewa sesuatu disebut musta’jir. Karena begitu
pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai
persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka
golongan Syafi’iyah dan Hanabilah menambahkan
bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang
yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar
mumayyiz saja.

2) Sigat Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut
sigat akad (sigatul- ‘agd), terdiri atas ijab dan gabul.
Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan gabul dapat
melaluiucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara

47 Caiago Fauzi, “No TitleKetentuan Pembayaran Upah Dalam Islam.”
8 Muhammad Nashi Rudin Al- albani, No TitleSahih Sunan Ibnu Majah 2
(Pustaka Azzam, 2016).
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diam-diam, dan dengan diam semata. Syarat-

syaratnya sama dengan syarat ijab dan gabul pada

jual beli, hanya saja ijab dan gabul dalam ijarah
harus menyebutkan masa atau waktu Yyang
ditentukan.

3) Upah (Ujrah),yaitu sesuatu yang diberikan kepada
musta’jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil
manfaatnya oleh mu jir.

Dengan syarat hendaknya:

a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena
itu ijarah
tidak sah dengan upah yang belum diketahui.*

b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak
boleh mengambil
uang dari pekerjaannya, karena dia sudah
mendapatkan  gaji dari  pekerjaanya dari
pemerintah.

c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan
peneriamaan barang yang disewa.

d) Manfaat untuk mengontrak seseorang musta jir
harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah
serta tenaganya.*’

b. Syarat Ujrah

Ulama menganjurkan beberapa syarat terhadap rukun-
rukun yang melekat pada akad ujrah berkaitan dengan
aqgid (pelaku) dan ma qud’alaih (objek), di antara kedua
belah pihak yang saling berakad disyaratkan sebuah
akad ujrah dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat
berikut:

1) Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan
kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila
salah seorang terpaksa melakukan akad, maka
akadnya tidak sah. Untuk kedua belah pihak yang

4 Zainudin Rizdi Padli, “No TitleTinjuan Hukum Ekonomi terhadap
Pengupahagl Bajak Sawah di Negari Padang,” Hukum Ekonomi Syariah 3 (2020): 169.
5 .
Ibid.
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berakad, menurut ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah,
diisyaratkan telah baligh dan berakal, seperti anak
kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau
diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah.
Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah
berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak
harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah
mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah.
Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak
yang mumayyiz melakukan akad ljarah terhadap
harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila
disetujui walinya.

2) Objek ujrah itu adalah suatu yang dihalalkan oleh
syara’, ini berarti agama tidak memperoleh upah-
mengupah seseorang untuk disuruh melakukan
sesuatu maksiat seperti mencuri atau membunuh
orang.>

3) Penjelasan objek kerja dalam penyewaa tenaga kerja
adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidak
jelasan. Hal ini karena
ketidakjelasan objek kerja dapat menyebabkan
perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Jika
ada orang yang menyewa seorang pekerja tanpa
menyebutkan objek kerjanya, seperti menjahit,
mengembala, mencangkul, dan sebagainya, maka
akad itu tidak sah.

4) Penjelasan objek kerja bagi para tenaga kolektif
dengan menunjukkan atau menentukannya, atau
dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kadar, dan
sifat. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk
menggali sumur, maka harus dijelaskan kepadanya
mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur
tersebut, karena penggalian sumur berbeda-beda
sesuai kondisi itu.

% Sayyid Sabig, No TitleFigih Sunnah Jilid 1 (Republika Penerbit, 2017).
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5) Upah-mengupah dalam akad ijarah harus jelas,
tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, penegasan
upah mengupah sewa dalam akad merupakan
sesuatu yang haruas diketahui, hal ini untuk
mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.
Kedua belah pihak bertransksi harus menjelaskan
hak dan kewajiban di antara keduanya untuk
menghindari adanya perselisihan dan guna
memperjelas akad.

6) Waktu kerja, dalam akad ijarah harus disebutkan
juga waktu pekerjaan itu yang di batasi oleh jangka
waktu berlakunya perjanjian atas selesainya
pekerjaan tertentu, selain harus ada juga perjanjian
waktu bekerja bagi ajir.*

4. Macam-macam Ujrah

Dalam akad ujarah jika dilihat dari segi objeknya
terbagi menjadi dua macam, yaitu: pertama ijarah yang
bersifat manfaat atau suatu benda atau barang (Al-ljarah
ala al-manfa’ah) dan yang kedua ijarah yang bersifat
manfaat atas pekerjaan atau jasa (Al-ljarah ala Al- ‘amal).
a. ljarah manfaat (Al-ijarah ala al-Manfa"ah) Sesuai
dengan namanya Al-ijarah ala al-Manfa’ah yaitu
memiliki objek utama berupa manfaat yang
berhubungan dengan sewa menyewa aset atau properti
tertentu kepada orang lain yang membutuhkannya
dengan memberikan imbalan berupa biaya sewa.
Misalnya seperti sewa menyewa rumah, kendaraan,
pakaian dan lainya.>®

b. Iljarah yang bersifat pekerjaan (Al-ijarah ala Al-Amal)
Al-ijjarah  ala Al-‘Amal vyaitu dengan cara
memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai
jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut
musta jir, pihak yang bekerja ajir dan imbalan atau

52 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta, 2021).
53 Yetti Afrida Indra dan Isnaini Desi, Akad Tabarru’ & Tijarah Dalam
Tinjauan Figih Muamalah (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022).
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upah yang diberikan disebut ujrah. Artinya, ijarah ini
berusaha memperkerjakan sesorang untuk melakukan
sesuatu. ljarah ini menurut para ulama hukumnya
boleh dengan pekerjaanya harus jelas. Mu ’jir orang
yang memiliki keahlian, tenaga, jasa dan lainya,
kemudian musta’jir orang yang membutuhkan
keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan
memberikan imbalan tertentu. Mu jir mendapatkan
upah (ujrah) atas tenaga yang dikeluarkan untuk
musta’jir dan musta’jir mendapatkan tenaga atau jasa
dari mu jir. Upah (ujrah) yang diberikan harus sesuai
dengan pekerjaan yang diberikan dan sesuai dengan
kesepakatan bersama.

Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi
seperti yang dilakukan seorang pekerja pembantu
rumah tangga, dalam akadnya orang yang bekerja
tidak Dboleh bekerja selain dengan yang telah
memberinya upah. Sedangkan yang bersifat serikat
yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk
kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit,
tukang sepatu dan lainya.>

5. Sistem Pembayaran Ujrah
Sistem pembayaran upah dalam Islam menolak
prilaku yang merugikan pekerja, dalam hal ini segala
sesuatu mengenai upah mengupah haruslah dibicarakan
dan disepakati secara jelas antara kedua belah pihak.
Artinya dalam pemberian upah untuk pekerja hendaknya
berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja baik secara
tertulis maupun lisan. Adapun secara umum dalam
ketentuan syariat Islam mengenai penentuan pembayaran

upah ialah sebagai berikut:
a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, pemberi
kerja harus memberikan informasi tentang besarnya

% Kurniati Herlina, Marnita, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam
Rangka Menekan Jumblah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam.”
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upah yang akan diterima kepada pekerja sebelum ia
bekerja.

b. Upah yang layak, uapah yang layak adalah upah yang
diterima pekerja cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

c. Upah dibayarkan secara professional, upah yang
professional adalah upah yang diberikan kepada setiap
pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dalam
proses produksi.

d. Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.>

6. Waktu Pembayaran Ujrah

Pembayaran upah diberikan pada saat yang telah
ditentukan atas dasar kesepakatan bersama sebagai bentuk
imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Mengenai
waktu pembayaran upah, fugaha juga tidak memberikan
ketentuan secara rinci dan ditael secara konseptual,
sehingga dalam inerprestasi dan praktiknya tetap dilakukan
secara fleksibel, dengan mengedepankan nilai-nilai
kedaadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.®

Para pihak tetap harus menggunakan norma-norma
umum dalam pemberian upah ini sehingga prinsip-prinsip
umum tentang upah yang dijelaskan dalam dalil-dalil ‘am
tersebut tetap di implementasikan dengan baik, bahkan
terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi oleh pihak
pemberi pekerjaan terhadap pihak pekerjanya.

Dalam melakukan sebuah pekerjaan dan besarnya upah

yang didapat itu ditentukan melalui standar kompetensi

yang dimilikinya, yakni sebagai berikut:

a. Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat
keterampilan teknis, seperti pekerjaan yang berkaitan
dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek-
proyek yang besifat fisik, dan pekerjaan di indusri
mekanik lainya.

% Caiago Fauzi, “No TitleKetentuan Pembayaran Upah Dalam Islam.”
% Khairudin dan Hayarizqa, “No TitlePerhitungsn Biaya Pada Pengiriman
Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad ljarah Bi al-Amal.”
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b. Kompetensi social, yaitu pekerjaan yang bersifat
hubungan kemanusiaan, seperti pemasaran, hubungan
kemasyarakatan dan sebagainya.

¢. Kompetensi manajerial, yaitu pekerjaan yang bersifat
penataan dan pengaturan usaha, seperti manajer,
sumber daya manusia, manajer produksi, manajer
keuangan dan sebagainya.

d. Kompetensi intelektual, yaitu tenaga dibidang
perencanaan, konsultan, dosen, duru dan sebagainya.”’

Dalam praktik pemberian upah, mengikuti sistem
pengupahan pasar, sitem upah progresif, sistem
pengupahan melalui skala dan struktur upah dan
sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan,
beban pekerjaan, waktu dan lainya. Masalah pekerjaan itu
tergantung jenis, beban dan waktu pekerjaan.

Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam
mekanisme ujrah (imbalan), yaitu:

a. Musyawarah

Maksudnya adalah tercapainya kesepakatan
antara ajir dan musta jir dalam pemberian upah, baik
terkait penetapan upah dan jenis pekerjaannya di awal
akad. Pemberi kerja harus menginformasikan
kepastian upah kepada pekerja sebelum dimulai
pekerjaan (awal akad).

b. Upah sesuai dengan kesanggupan mustajir dan

kemampuan ajir
Upah sesuai dengan kesanggupan musta jir dan

kemampuan ajir artinya, setelah terlaksananya
musyawarah maka upah yang diterima oleh pekerja
hendaklah harus sesuai dengan kesepakatan di awal
dan tidak boleh meminta upah yang lebih tinggi
melebihi kemampuan musta’jir.

¢. Adanya asal timbal-balik suatu pekerjaan

%7 Budijanto, “Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum
dan HAM,” Penelitian Hukum De Jure 17 (2017): 395-421.
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Maksudnya adalah si pekerja mendapatkan
upah terhadap manfaat yang diterima oleh pemberi
kerja berupa upah yang sepadan atau pantas atas
pekerjaan yang dilakukan ajir.

Berdasarkan prinsip  keadilan, upah dalam
masyarakat islam akan ditetapkan melalui negoisasi antara
pekerja dengan pemberi kerja. Dalam pengambilan
keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah
dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu
menjaga  tanggung jawab neara islam  untuk
mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar
tiadak terlalu rendah. Untuk menetapkan tingkatan upah
yang cukup perlu mentapkan terlebih dahulu tingkat upah
minimunya dengan  mempertimbangkan  perubahan
kebutuhan dari pekeja golongan bawah. Tingkah upah
upah minimum harus ditinjau kembali untuk melukan
penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan
biaya hidup, tingkat maksimum ditentukan berdasarkan
sumbangan tenaganya dan setiap individu akan
bervariasi.*®

7. Berakirnya Ujrah
Para Ulama berbeda pendapat tentang sifat akad
ijarah. menurut Ulama Hanafiyah akad ijarah bersifat
mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila
salah satu pihak terdapat uzur seperti salah satu pihak
wafat, atau kehilangan kecakapan dalam hukum. adapun
jumhur Ulama mengatakan bahwa ijarah bersifat mengikat
kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.
Para ulama figh menyatakan bahwa akad al-ijarah
akan berakhir
apabila:
a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau
baju yang

%8 Hasanah, “Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif
Ekonomi Islam,” Qiema (Qomaruddin Islamic Ekonomics Magazime) 6 (2020): 32—
58.
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dijahitkan hilang.

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah

telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah,
maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan
apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia
berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati
para ulama figih.

c. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang

berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka, tidak
boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama,
akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah
seorang Yyang berakad, karena manfaat, menurut
mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan
jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang
berakad.™

. Menurut ulama Hanafiah, apabila ada uzur dari salah

satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara
karena terkait utang yang banyak, maka akad al-ijarah
batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad al-
ijarah itu, menurut ulama Hanafiah adalah salah satu
pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa,
misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di
suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa
itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur
ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu
hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau
manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti
kebakaran dan dilanda banjir.

% Ariyadi dan Norwili Syaikhu, Fikih Muamalah (Yogyakarta: K-media,

2020), 144.
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Lampiran 1
INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana akad terjadi pada saat sebelum melakukan
pekerjaan ?

2. Apakah Menurut anda telat membayarkan upah termasuk
dalam salah satu hal yang tidak sesuai dengan akad yang
disepakati bersama ?

3. Benarkah Panglong Kayu Berkat Karunia Saudara
menetapkan upah sebesar Rp. 100.000-, jika kayu penuh
itungannya satu rit, namun jika kayu yang didapat hanya
setengah mobil atau setengah rit di upah sebesar Rp. 50.000 ?

4. Apakah pembayaran upah di berikan langsung ketika
pekerjaan sudah selesai ?

5. Benarkah waktu bekerja mulai dari pukul 07.00-18.00 ?

6. Apakah nominal upah yang diberikan sudah sesuai dengan
akad yang disepakati bersama ?

7. Apa yang menjadi kendala dalam melukukan pekerjaan

bongkar muat kayu ?



DOKUMENTASI

Lampiran 2: Panglong Kayu Berkat Karunia Saudara.

Lampiran 3: Wawancara bersama Bapak Hery selaku
pemilik Panglong Kayu Berkat
Karunia Saudara.
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Lampiran 4: Wawancara bersama Bapak Joni buruh jasa angkut
kayu

Lampiran 5: Wawancara bersama Bapak Nadir buruh jasa
angkut kayu.




Lampiran 6: Wawancara bersama Bapak Nurman buruh
jasa angkut kayu.

Lampiran 7: Wawancara bersama Bapak Ruspan buruh
jasa angkut kayu.
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Lampiran 8: Proses bongkar muat kayu.
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Lampiran 10: Proses bongkar muat kayu.
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Lampiran 11: Surat Izin Riset dari Pekon Way Sindi
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Nama : HERO AGUNG SASTRA DINATA
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